
PERJANJIAN KERJA SAMA 

ANTARA 

BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY A MANUSIA 
KABUP A TEN PESISIR SELA TAN 

DENGAN 

BAD AN PENGEMBANGAN SUMBER DA YA MANUSIA 
PROVINS! SUMA TERA BARA T 

Tentang 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK 
IV ANG KAT AN V BAGI PEJABAT PEN GA WAS DILINGKUNGAN 

PEMERINT AH KABUPATEN PESISIR SELA TAN 
TAHUN 2019 

NOMOR : 800/26/BKPSDM-2019 
NOMOR : 031/SPK/BID.PKM/BPSDM-2019 

Pada hari ini, kamis tanggal delapan bu/an agustus tahun dua rihu semhilan he/as, kami 
yang bertandatangan dibawah ini : 

l HENDRAWATI, SE Selaku Kepala Bidang Pengembangan 
Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Badan 

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan 

bertindak dalam jabatannya untuk dan atas 

nama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir 

Selatan Jalan H. Ilyas Yacub Painan 
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera 

Barat selanjutnya disebut PIHAK 

- PERT AMA. 

2 Ir. Hj. KHAIRANTI KHAIRANIS, M.Si Selaku Kepala Bidang Pengembangan 

Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera 

Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatan 

untuk dan atas nama Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera 

Barat, alamat Jalan Raya Indarung - Padang 

Besi KM 12 Padang yang selanjutnya disebut 

PIHAK KEDUA: 

PIHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan Kerjasama 
untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV 

angkatan V, bagi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2019 yang mana PIHAK PERT AMA setuju menunjuk Badan 
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Pasal 3 

HAK DAN KEWAJlBAN PARA PIHAK 

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan sebagian kegiatan untuk difasilitasi pelaksanaan 
Diklat Kepemimpinan TK. IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun 2019 kepada PIHAK KEDUA. 
(2) PIHAK KEDUA menyatakan menerima untuk memfasilitasi pelaksanaan diklat 

Kepemimpinan TK. IV bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan. 
(3) PIHAK PERTAMA mempunyai tanggungjawab meliputi administrasi Keuangan dan 

teknis pelaksanaan kegiatan Diklat Kepemimpinan TK. IV Tahun 2019. 

(4) PIHAK KEDUA mempunyai tanggungjawab : 
a. Akademis meliputi Kurikulum, Panduan Pelaksanaan Diklat Jadwal Kegiatan, 

Tenaga Pengajar, Seminar dan Evaluasi Penyelenggaraan, Survei kelayakan 
tempat, Monitoring, Pengawasan DikJat serta penerbitan Surat Keputusan 
Penetapan Hasil (SKPH) dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 

(STIPP). 
b. Menugaskan tenaga pengajar sesuai dengan jadwal dan telah berada/sampai ke 

lokasi Diklat secara mandiri. 

Pasal 4 

TEMPAT DIKLAT, PENGAJAR/INSTRUKTUR DAN PANITIA 
PENYELENGGARA 

(I) Tempat Pelaksanaan dan Penyelenggaraan DikJat Kepemimpinan TK. IV 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilaksanakan di Edotel Painan Kabupaten 
Pesisir Selatan. 

(2) Kedua belah pihak sepakat menetapkan Widyaiswara/Pengajar/Narasumber/Praktisi 
dari Badan Pengembangan SDM Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten 
Pesisir Selatan dan Instansi lainnya. 

(3) PIHAK PERT AMA membentuk panitia ffim penyelenggaraan dengan Keputusan 
Bupati Pesisir Selatan. 

( 4) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lokasi dikJat, PIHAK PERT AMA 
menugaskan petugas-petugas penunjang penyelenggaraan Diklat diantaranya 
pengamat kelas, piket kelas, moderator seminar, pembimbing tugas mandiri, 
pendamping penulisan kertas kerja peserta diklat, tenaga kesehatan, tenaga keamanan 
dan petugas-petugas lainnya sesuai kebutuhan. 

Pasal 5 

PESERTA, JADWAL DAN MATER1 PELATIHAN 

( 1) Peserta Diklat Kepemimpinan TK. IV tahun 2019 adalah Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang 1 
( satu) angkatan. 

(2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan TK. IV tahun 2019 tersebut pada 

Pasal I perjanj ian kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati 
kedua belah pihak. 



(3) Materi Diklat Kepemimpinan TK. IV tahun 2019 adalah Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Kurikulum dan 

Ketentuan Peraturan dan Perundang - undangan. 

Pasal 6 

BIAVA PELAKSANAAN FASILITASI 

Bahwa biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan 

Tingkat IV bagi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir 

Selatan tahun 2019 ditanggung dan dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh 

PIHAK PERT AMA termasuk biaya Fasilitasi yang digunakan untuk biaya supervisi, 

monitoring, evaluasi dan kelengkapan administrasi lainnya dengan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat 

Pasal 7 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 
(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah kebakaran, ledakan, banj ir, 

gempa bumi, huru hara, perang, pemberontakan, bencana alam, wabah penyakit 
dan keadaan lain-lain diluar kekuasaan manusia yang secara langsung akan 
mempengaruhi pelaksanaan 
Pelatihan sesuai dengan perjanj ian kerjasama ini harus dikuatkan dengan 

keterangan tertulis dari instansi berwenang. 

(2) Apabila terjadi Force Majeure, maka PIHAK PERT AMA harus 
memberitahukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force 
majeure untuk mendapatkan persetujuan PIHAK KEDUA. 

(3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja PIHAK KEDUA menerima pemberitahuan 
terjadinya force majeure dari PIHAK PERTAMA dan belum menyatakan 
persetujuannya maka PIHAK KEDUA dianggap telah menerima/menyetujui 
force majeure tersebut. 

( 4) Dalam hal Pelatihan berlangsung dan terjadi force majeure maka kedua belah 
pihak sepakat untuk membicarakan penundaan latsar. 

(5) Apabila setelah force majeure berakhir temyata latsar dapat diteruskan, maka 
PIHAK PERT AMA dapat membicarakan lebih lanjut dengan pihak kedua. 

Pasal 8 

PERSELISIHAN 

Setiap perselisihan atau tuntutan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah 

oleh kedua belah pihak akibat perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan melalui 
Pengadilan Negeri Painan. 

Pasal 9 

PEMBATALAN 
Setiap perubahan sebahagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian kerjasarna 

ini harus disetujui oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk tertulis serta 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. 



Pasal IO 

PENAMIJAHAN DAN PERlJllAHAN 
Hal-ha! yang belum dapat atau tidak dialur dalurn pe~janj ian kcrjasama ini 

apabila dipandang perlu akan dimusyawarahkan olch keclua bclah pihak, sclanjutnya 
akan dituangkan dalam pe1:janj ian tambahan (addendum), yang akan menjadi satu 
kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pe~janj ian kerjasama ini . 

Pasal 11 

PENUTUP 
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan mulai berlaku sejak 

ditandatangani, pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 
(dua), bermaterai Rp.6.000.- satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu 
rangkap untuk PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK PERT AMA 
KEPALA BIDANG PEGEMBANGAN 

KOMPETENSI DAN PENILAIAN 
KINERJA ASN BKPSDM 

KABUPATEN SISIR SELATAN 

ATI.,SE 
Penata Ti kat I 

NIP. 19720729 200604 2 003 

KEPALA 
SU 

PRO 

Mengetahui, 

T 

AL ARIFIN, S . M.Si 
Pembt a Utama Madya 

NIP. 196 1212 199112 1 001 

PIHAKKEDUA 
KEP ALA BIDANG PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI MANAJERIAL BPSDM 

PROVINS! SUMA TERA BARA T 

Ir. Hj. KHAI IRANIS., M.Si 
Pe gkat I 

NIP. 19700325 199308 2 001 

KEPALA BADAN KEPEGA W AIAN 
DANPENGEMBANGANSDM 

KABUPATEN ESISIR SELAT AN 

Pemb· 
NIP. 196701 

.Korn 
ngkat I 

199003 I 013 
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